ABSTRAK

Ahmad Hilmi, 3220130020: Kritik Metodologi Penetapan Fatwa Ekonomi Syariah di Dar
al-Ifta’ Mesir dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia serta Prospeknya
terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan hasil penetapan fatwa antara
Dar al-Ifta’ Mesir dan DSN-MUI Indonesia dalam sejumlah isu ekonomi syariah yang sama.
Perbedaan tersebut memunculkan persoalan mengenai kedudukan fatwa dan pengaruhnya
terhadap sistem hukum di masing-masing negara, relasinya dengan konteks sosial, pengaruh
faktor politik dan kelembagaan, karakteristik metodologi penetapan fatwa yang digunakan,
serta prospeknya bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan fatwa DSN-MUI dan Dar al-
Ifta’ Mesir serta pengaruhnya terhadap sistem hukum di masing-masing negara, mengkaji
relasinya dengan konteks sosial, menganalisis pengaruh faktor politik dan kelembagaan
terhadap penetapan fatwa ekonomi syariah, mengidentifikasi karakteristik metodologi
penetapan fatwa yang digunakan, serta merumuskan prospeknya bagi pengembangan hukum
ekonomi syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga tingkatan teori; grand theory ijtihad sebagai
kerangka utama dalam memahami proses istinbat hukum; middle range theory fatwa sebagai
instrumen penerapan hasil ijtihad dalam konteks sosial kelembagaan; serta applied theory teori
kritik untuk menilai relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan politik dalam pembentukan fatwa.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum
normatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dan
komparatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap teks fatwa, literatur fikih
klasik dan kontemporer, serta dokumen regulasi, kemudian dianalisis menggunakan metode
analisis isi dan analisis wacana Kritis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan
strategis sebagai hukum aspiratif yang memperoleh kekuatan mengikat melalui adopsi
regulator, sedangkan fatwa Dar al-Ifta> Mesir memiliki legitimasi langsung dalam struktur
negara; 2) penetapan fatwa di kedua lembaga dipengaruhi oleh dinamika sosial masing-masing
negara, dengan DSN-MUI merespons kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia dan Dar al-
Ifta’ berorientasi pada stabilitas sosial-keagamaan di Mesir; 3) faktor politik dan kelembagaan
berpengaruh terhadap arah penetapan fatwa, di mana DSN-MUI berkembang dalam relasi
negara dan umat, sedangkan Dar al-Ifta’ lebih terintegrasi dengan kebijakan negara; 4)
metodologi DSN-MUI menggunakan ijtihad jama 7 yang kolektif namun belum sepenuhnya
transparan, sementara Dar al-Ifta’ menggunakan pendekatan ustli-maqasidi yang moderat
tetapi berpotensi dipengaruhi kebijakan negara; dan 5) pengembangan hukum ekonomi syariah
di Indonesia ke depan memerlukan integrasi keunggulan model DSN-MUI dan Dar al-Ifta’
agar metodologi fatwa lebih responsif dan kontekstual.



ABSTRACT

Ahmad Hilmi, 3220130020: A Methodological Critique of Islamic Economic Fatwa
Formulation at Egypt’s Dar al-Ifta’ and the National Sharia Board — Indonesian Ulama
Council and Its Prospects for the Development of Shariah Economic Law in Indonesia

This study is motivated by the existing differences between several fatwas issued by
Dar al-Ifta’ Egypt and the National Sharia Board—Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on
similar issues in Islamic economics. These differences raise fundamental questions regarding
the legal status of fatwas within each country’s legal system, the influence of socio-political
factors, the methodologies of istinbat al-ahkam employed, and the prospects for developing
Islamic economic law in Indonesia.

The objectives of this research are: to analyze the legal position of fatwas issued by
DSN-MUTI and Egypt’s Dar al-Ifta’ within the development of Islamic economic law; to explain
the relationship between fatwas and the socio-political context in Indonesia and Egypt; to
critically examine the fatwa methodologies in terms of procedure, legal sources, and theoretical
construction; and to explore the prospects of these fatwa methodologies for advancing Islamic
economic law in Indonesia.

This study is a qualitative research employing a normative legal approach. The research
method used is descriptive-analytical and comparative. Data were collected through library
research on fatwa texts, classical and contemporary figh literature, as well as regulatory
documents, and were then analyzed using content analysis and critical discourse analysis
methods.

The research adopts a normative juridical method with a qualitative, descriptive, and
comparative approach. Data are obtained through library research involving fatwa texts,
classical and contemporary figh literature, and regulatory documents, analyzed through content
analysis and critical discourse analysis.

The findings of this study indicate that: 1) the fatwas of DSN-MUI hold a strategic
position as aspirational legal instruments that obtain binding force through regulatory adoption,
whereas the fatwas of Dar al-1fta’ Egypt possess direct legitimacy within the state structure; 2)
the formulation of fatwas in both institutions is influenced by the social dynamics of their
respective countries, with DSN-MUI responding to the needs of the Muslim community in
Indonesia and Dar al-Ifta’ oriented toward maintaining socio-religious stability in Egypt; 3)
political and institutional factors significantly influence the direction of fatwa formulation, in
which DSN-MUI develops within the dynamic relationship between the state and the Muslim
community, while Dar al-Ifta’ is more closely integrated with state policies; 4) the
methodology of DSN-MUI employs collective ijtihad jama ‘T but remains not fully transparent,
whereas Dar al-Ifta’ adopts a moderate usili-maqasidr approach that nevertheless has the
potential to be influenced by state policy orientations; and 5) the future development of Islamic
economic law in Indonesia requires the integration of the strengths of both DSN-MUTI and Dar
al-Ifta’ models in order to produce a more responsive and contextual fatwa methodology.
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